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Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 16 TAHUN 200 

TENTANG 

RETRRIBUSI ZIN PENGGUNAAN PESAWAT TENAGA 
DAN PESAWAT PRODUKSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA 

a.bahwa dalamn rangkh perlindungan terhadap teraga kerja dan 
mencegah serta mengurangi kecelakaan kerja pada pokorjar 
pekerjean yang menggunakan pesawat tenaga maupun pesarwat 
produksi, perlu diadakan upaya untuk memberikan pengawasan 
dan perlindungan kerja; 

b. bahwa untuk memberikan pongawas.an dan perlindungan kerja 
sebagaiana dirnaksud uruf a perlu diatur lin Penggunaan 
Pesawat Tenaga dan esawat Produksi; 

c. bahwa Penberian lzin enggunag Peewat Tenaga dear 
Pesawat Produksi merupakan kewenangan bagi Kabupaten 
Jepara 

d, batwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, maka untul 
pelaksanaan Pemberian lzin Pengguaan Pesawat Tenaga dan 
Pesawat Produksi serta penarikan Retribusirya, perlu ditetapka 
dengan Peraturan Daorah 

1 Undang-Undang Nomor 13 shun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propins Jawa 
Tengah 

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan. 
Ketertun oleok Ketenagakerjaan (Lemnbaran Negara Tahun 
1969 N0mer 55, Tambahan L.embaran Negara Nomor 2912); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kolamatan 
Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan 
ombaran Negara Nomor 2818), 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 
Tambathan Lembaran Negara 3685) sebagalmana telah diubat 
dongan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lerbaran 
Negara Tahun 20O0 Nomor 246 Tambahan Lombaran Negara 
Noor 4048) 

5. undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pererintahan 
Daerah Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839); 
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6. Peraturan Pamerintah Nomer 2S tahun 200O tentang 
Kewenangain Pemerintat dan Pemerintah Propinsi Sebagal 
Daerah Otonom Lombaran Negara Tahun 200 Nornor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) 

7 Peraturan Permerintah Nomor 66 Tahun 201 tentang fRetribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tanbahan 
Lembaran Negara Nomor 4139 

8. Koputusan Monteri Tenaga /Gerja Nomor 04/MEN/1985 tentang 
Pesawat tenage dan Produks 

8.Keputusan Menteri Dalam Negeni Momor 4 Tatun 1997 tentag 
penyidik egarwai negent Sipil di Lingkungan Pomrintah Daerah 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Jepara Nomor 6 
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegerwai Negri Sipil DN 
Lingkungan Pererintah Kabupaten Daerah Tingkat Jepara; 

11.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 200O 
tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungi dan Susunan 
Organisasi Perangkat Darah dan Sekretariat DPRD 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakila Rakyat Daerah Kabupaten Jopara 

ME MUTUSKAN 

Menotapkan PERA'TURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG 
RETRIBUSI LIN PENGGUNAN PESAWAT TENAGA DAN 
PESAWAT PRODUKSL 

BAB l 

KETENTUAN UMUM 

asal 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara, 
2. Bupati adalah Bupati Jepara, 
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

0erupakcan esatuan balk yang melakuan usaha maupun yang 
tidak melakuken usaha yang meliput erseroan T6bates, 
erseroan Koranditer, Pergeroan Lainnrya, Baden L8aha Mi 
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Fima, 
Kongsi, Koperasi, Dana Penslun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasl masa, organisasi soslal politik at organ/sas 
yang s@penis, lembaga, benluk ursaha tetap serta bentuk adan 
lainnya 

4. Peizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pererintah Daerh 
dalam rangka pemberlan iin kepada orang pribadi atau baden 
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pongaturan, pongendalian 
dan pengawarsan atas kegiatan, permandaatan ruang, penggunaan 
sumber daya alam, sarana atau fas.ilits tortentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan 

S. Pengurus adalah orang atau Badan yang bertanggung jawab 
penuh dan dapat memberikan kobijaksanaan langsung 
penggunaan pesawat tenag.a dan pesawat produksi 
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6. Pesawat Tenaga adalah Pesawat atau alat yang bergerak 
berpindah-pindah atau tetap yang dipakai atau dipars.ang unuke 
membangkitkan atau memindahkan daya atau tenaga terrasuk 
transmisinya 

7, Pesawat Produksi adalah Pesawat atau alat yang bergerak 
berpindat-pindah atau tetap yang dipakai dalam proses produksi 
atau dipasang untuk mengolah, membuat bahan, barang, 
poroduksi tekis dan aparat produksi, 

8. Mesin Produkesi adalah semua mesin poralatan kerja yang 
digunaka untuk menyiaplan, membentuk atau membuat, rerakit 
finishing barang atau produk teknis, 

9. Motor diesel pembangkit listrik atalah suatu pesawat yang 
renghasilk.an daya listrik untuk menggerakkan peralatan 
produksi, 

10.Bejana Tekan adalah bejana selain pesawat uap yang didalamnya 
terdapat tekanan yang melebihi dai tekanan udara luar (en 
dipaka untuk menampung gas tau campuran gas termasuk 
udata baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut atau beku 

11.Mesin Oven adalash suatu peralatan yang igunalan untuk 
mengeringkan/mermanaskan barang produksi pada suhu dietas 
suhu normal, 

12.Mesin Pemanas adalah suatu pesawat yang dibuat guna 
menaikkan temperatur 

13.Magin rlkcas Karia adalah suatu posawat dan alat untie 
membentuk suatu bahan atau barang dengan cara memotone 
mengepras, menarik dan menumbuk 

14.Pereriksaan Pesawat Tenaga dan pesawat Produkcsi adaleh 
perenksaa secara visual 

15.Pengujian adalah perneriksaan darn sernua tidakan untuk 
mengetahui kornamopuan oporars/ baha dan kongtrurs pesawat 
tenaga dan pesawat produkgsi 

16.l2in Penggunaan Pesawat tenaga dan Pesawat Produksi adala 
lzin yang diberikan kepada orang atau Badan yang akan 
menggunakan pesawat tenaga dan pesawat produk dalarm 
kegiatan usahanya, 

17.Retribusi lzin Ponggunaan Pesawat tenaga dan Pesawat Procduksi 
yang selanjutnya dlsebut Retribusi daerah adalah pembeayaran 
at.as pornberian lzin Penggunaan Pes.gwat tonaga dan pesawat 
Produksi 

18.Prusahaan adalah setiap usaha yang menjalankan etiap janis 
usaha yang bersifat tetap dan terus monerus dan yang didirika 
bekerja sorta berkedudukan dalam wilayah Negara Fepublik 
noonesia untuk tujuan merperoleh keuntungan dan atau lab; 

19.Surat Ketetapan Retribusi Deerah yang selanjutya disingkat 
3KO adalah surat keputusan yang monontukan besarnya jumlah 
retribusi yang terhutang 

20.Surat Tagihan Retribusi Darah yang selanjutnya disingkat STD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sankesi 
adminigtrasi berupa denda 
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NAMA OBYEK ,SUBYEK DAN WA.JIB RE TRRIBUSI DAERA 

Peasel 2 

Dengan nama Retritusl lzin Penggunaan Peswst Tenaga da Pesawat 
Protuksi dipungut Retribusi Darah sebagai pembayaran atas 
Pemberlan tin engunaan esawat eaga a Peg.wt Protuksi 

Obyek Retribusi adalah pemnberian lzin Penggunaan Pesawat Tenaga 
dan Pesarwat Produksi 

asal 4 

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memperolet 
in Pengunaan Pesawat Tenaga dan Pes.swat Poduksi. 

Pasal 5 

Walb Retribusi Daerah acdala.h orang pribadi atau badan yang dlwajlbka 
melakukan pembaryaran atas pelayanan pemberian Lin Penggunaan 
esawat Tenaga dan Pesawat Pro&uksi 

8AB ill 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 6 

Retribusi lzin Penggunaan Pesawat Tenaga dan esawat Produksi 
termasuk golongan retribusi perizinan tertent 

KETENTUAN LIN PENGGUNAAN PESAWAT TENAGA 
DAN PESAWAT PRODUKSI 

(1) Setiap orang pribadl atau badan yang aka monggunakg Pee4wt 
Tenaga dan Pesawat produks/ pada perusahannya, wajib 
memperoleh izin terlebih dahulu dart Bupati 

(2) Tat cara dan syarat-syarat pemberian tzin sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur oleh Bupati 

Pasat 8 

(1)Setiap pesawat Tenaga dan Pesawat Produkcsi sebelurm dip&keel 
harus dipertiksa dan diuji terlebih dahulu berdasarkan standart yang 
ditetapkan oleh Bupal 
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2) Sotlap pesawat tenaga dan pesawat produksl yang dipakai wa[lb 
diadakan pemeriksaan soap1(sat) tatun skall. 

(3) Setiap pesawat tenaga dan pesawat produksi yang dipalai waft 
diadakan pengujian selarbat Jambatrya setiap S (lima) tahun sekeali 

(4 Serua akibat yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban 
sbagaimana dimaksud dalarn ayat (2) dan ayat (3) ikonakan sanksi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertake 

sat 9 

Sotiap pengurus atau permilik pesawat tenaga dan pesawat produksi 
harus membantu pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan pengujian 
pesarwat tenaga darn pesarwat produksi berserta alat bantuya 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 10 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jurah, jenis dan deya 
swat teraga dan pesawat produksi yang dipergunakan 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUK TUR DAN 
BESARNYA TARI 

Pasal 11 

(f) Prinsip dan asaran dalam penetapan struktur dan besamnya taif 
retribusi dldasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau 
sama dengan biaya penyelenggaraan perberian izin 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen 
biaya pendeftaran, administrasi, operasional, pengawasan, 
pemeriksaan dan pengujan pesawat tenaga dan pesawat produksi 
beserta alat bantuya 

BAB VI 

BESARNYA TARIF RE TFRIBUSI DAERAH 

Pasal 12 

Besamnya tart FRetribusi Daerah setiap tahunny ditetapkan sebagal 
berikut 
a. Mesin diesel 10 PK keatas, per PK 
b. Bejana bertekanan diatas 10 Bar, per Bar 
• Mesin Cven per AM3 
d.Mesin produksi per PK 
e. kMesin peanas per M3 
t. mesin peralas per unit 

500, 
1.00o, 
1.000,- 
1.000,- 
1.000,- 
1.000.- 
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BAB VIE 

SAAT RETRIUSI TERUTANG 

Pasal 13 

Retibusi terutang terjadl pada saat ditetapk $KD At dokumen lain 
yang dipersamakan 

WILAYAH PEMUNGU'TAN 

Pasal 14 

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah 

TATA CARA PEMUNGU'TAN 

Pasel 16 

(1) Pungutan Retribusi Darah tidak boleh dlboongloan 

(2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunaka SKRD tau 
dolumen lain yang dipersenakan 

TATA CARA PEM&AYARAN 

Pasal 16 

(1) Pembayaran retribusi yang tarhutang harus dilunasl $ekaiigus 
diruka 

(2) Pembaryare Retribusi Daerah dilkuka i Ka Dorah atau tempat 
ain yang ditunjuk sesuai waktu yang dittentukan dengar 
mengqunalan SKRD ata dokumen lain yang dipersamaka. 

(3) Delem heal pembaryaran dilakukan di ternpat lain yang ditunjuk, make 
hasil perorira Retribusi Daerah harus disetor lee Ks Daerah 
selarbatJarbatnya 1 x 24 Jam atau dalamn waktu yang ditentukan 
oleh Bueti 
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SANKSI ADMINIS TRASl 

Pesa4 17 

Dalarn hal waji retribusi tidak membayar tepat waktu atau urang 
membeyar, dikenakan sanksi adins.itrasl berupa dende sebesar 2 % 
(dua prosen) setiap butan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau 
kurang dibeyar dan ditagih dengan menggunakan STRD 

TATA CARA PENAGIHAN 

() Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang 
sejenis sebagal awal tindakan pelaksanaan pnagihan retribursd, 
dieluarkan segera setelah 7 (tujuh) hani sejak jatuh tempo 
pembayaran 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) harf setelah tanggal surat teguran at 
peringatan atau gurat lain yang sejenis, wajib retribusi harus 
mnelunarsl retribusi terhutang 

(3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis 
sobagaiamama dimaksud dalam ayet (1) dikeluarkan oleh Pejabat 
yang ditunjuk 

Pasal 1 

Bontuk formulir yang diporgunakan untuk polalsanaan penagihan 
Retribusi Daerah sebagairana dimalsud dalamn pasal 18 ayet (1) akan 
ditotapkan oloh Bupet 

BAB XN 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMEBASAN 
RETRIBUSI DAERAH 

easel 20 

(1)Bupati dapat memberilan pengurangan, keringanan darn 
pembebas.an Retribusi Daerah 

(2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebaa 
Retribusi Daorah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapka 
oloh Bupati 
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BAB XV 

KADALLWARSA 

(1) enagiha Retribusi Deerah leadaluwars satela.h melampaui jangka 
waktu 3 (tiga) tahun, tarhitung sojak saat trhutangnya retribusi, 
kecuall apabila wajib retribusi melakuk.an tin&lake pidana di bidang 
retribus 

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagairana dimaksud daham ayat 
(1), tertangguh apabila 
a. Diterbitan Surat Teguran, atau, 
b. Ada pengakuan hutang retribusl dari wajib retribusi balk langung 

maupun tidak langsung 

BAB XVI 

PELAK'SANAAN DAN PENG3AWASAN 

asal 22 

Pelakcsanaa dan Pengarwtsar ferturan Daerah ini ditakukn oleh 
instanst yang ditunjulk oleh Bupati 

BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

Peasel 23 

(1) Wajib Retribusi Daorah yang tidak melaksanalan kewajiban 
sehingga merugikan keuangan Daerah diancamn pldana kurungan 
paling lama 6 (nam) bulan atau denda paling banyak 4 (erpat) kali 
juntah Retribusi Daerah yang terhutang. 

(2 Tindak pidana sebagairmana diraksud dalamn ayat (f) adalah 
pelang9ran 

Pasal 24 

( Poatat Poon"sad son torant t irgtunaan_ Pemerah 
Daerah dibri wewenang khusus sebagai ponyidik untuk molakulan 
penyidlikan tindak pidana di b#dang retribusi daerah. 
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(2) Wewenang penyidik sebagaimane dimaksud dalarm ayat (1) adalah 

a. Menerima, mencani, mengumpulkan, dan menoliti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidang di bidang retribusi 
agar koterangan atau laporan tersebut meryadi lebih lengkap 
dan jelas, 

b. Maneliti, mencari dan mengurpulkan keterangan mengenal 
orang pribadi atau badan tetang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi, 

• Merinta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan bindak pidana di bidang retribusi, 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokquroen lain 
berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi 

e. AMelakukan penggoledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pernbuauan, penoatatan, dan dokure-dokurhon lain $erta 
meakukan peryitaan ter hadap bahan bukti torsobut 

f. Merminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidian tindak pidana di bidang retribusi, 

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang sseorang meninggalean 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
borlangsung dan memeriksa identitas orang dan ala dokurnen 
yang dibawa sebagaimana dimalsud huruf (e) terebut di atr; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pilane 
retribusi 

i. Meranggit orang untuk didongar eterangannya dan diperilsa 
sebagai tersangka eta saksi, 

j. Menghenbikan penyidikan 

k Melakukan tindakan lain yang perlu untuke kelancaran penyidikaen 
tindak pldaa di bidang tetribusi menurut hukum yang dapat 
dipertanggungiawabkar 

(3) Ponyidik sabagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberita.hula 
dimulainya peryidikan dan merryamnpaikan basil penyidikan kepada 
penuntut urmum sesuai dengan UJndang-UJndang Noror 8 Tahu 
1981 fetag Hukun Acag Pidana 

BAB XIX 

KETENTLAN PENUTUP 

Pasal 25 

Hal hal yang bolunm diatur dala Pereturan Daerah ini sepanjang 
mengenal pelaksanaannya akan dlatur lebih lariut olet Bupat 
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Perstura Deersh ini rulei bolakur pad tanggal du.ndang#an 

gar selisp orang dapat mengethuinya, memorintahl Pengundangn 
Powaturan Daerah ini dengan penornpatanrya dalamn Lombarman Daerah 

Ditethan di Jepara ' pads tanggel 20 Nopmber 20Of 

BUPATI JEPARA 

Drs. SOENARTO 
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pads tanggal 20 Npember 200f 

Cr - Dr. NDR JO 
Pembina Muda 

NIP 010072015 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 16 TAHUN 20OT 

TENTANG 

RE TFRIBUSI ZIN PENGGUNAAN PESAWAT TENAGA 
DAN PESAWAT PRODUKSl 

PENJELASAN UM'UM 

Dalarn era globallsasi dewasa ini, penggunaan psawatt tenaga dan 
pesawat produksi sudah rnjadi kabutuhan dalamn suatu perusahaan untuk 
menghasilk.an suatu produk yang 0ept, berkualitas da apa bersaning 
dengan perusahaan-perusahaan yang lain, tanpa mengesampingkan tenaga 
kerja manurse yang masih tetap dorinan 

Untuk menciptakan ling#ngan kerja yang baik sorta mengurangi dan 
mencega.h terjadinya ecelakan lerja dipertuan adaya pt'gawa.san 
pererikcsaan dan penguflan tarhadap penggunaan posawat tenaga dan pesawat 
produksl di wilaryah daerah dengan Jalan penyelenggaraan izin penggunaan 
eeawat tenaga dan pesawat Produksi olgh Pererintah Daer.ah 

Pemberian tin Penggunaan Pesawat tenage dan pesawet Produksi 
selama ini merupaka kowe0angan Perrintah Propinsi. Denga berlakunya 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pererintahan Daerah serta 
Peraturan Pererintah Nomor 25 Tahun 200 yang mengatur kewenangan 
emerintah dan Kewenangan Propinsl sebagai daerah otonom, makg Pemberian 
lzin Penggunan Pesawat Tenaga an Produksl merupakan kewenangan bagi 
Pererintah Kabupaten maupun Kota 

Dalam rang pemberian lzin penggunaan pesarwat tenaga dan posawat 
produksi di Kbupaten Jepara, sorta dalam penarikan retribusinya perlu diatur 
dan ditetapkan denga Peraturan Daerah 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 s/d 14 

Pase 15ayat (1) 

cukup jelas 

yang diaksud tide.k dapat diborongkan adalah bahwa 
seluruh proses egiatan punguta Retribusi daorah 
tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun 
dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga 
dalam proses pemungutan retribusi antara lain 
pencetakan formulir, pingiriman surat-surat kepadad 
wajib retribusi, atau menghimpun data Obyek retribusi 
dan Subyek retribusi 
Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengar 
pihak kotiga adalah kegiatan penghitungan besarya 
retribusi terutang, pengwasan, penyuluhan retribusl 
dan penarian retribusd 



P-rralu2t : q/!ri-
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Peel 16 a/d 26 

· Yang dirole ud dolumen lain yang diporareln 
adulah laitanel. 

cul.p jl 


